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WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 4@ TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7)
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;

1.

2;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota
Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

7. Peraturan...
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7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2025 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembinaan
dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2011 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Palembang.

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Palembang.

6. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau
udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH
adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di Daerah
dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat
pemotongan Hewan  konsumsi  masyarakat luas.

8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya
diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan
pertanian.

9. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan
hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh
petugas pemeriksa berwenang.

10. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan
jerohan, kepala dan karkas setelah disembelih yang
dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.

11. Unggas...
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Unggas adalah jenis burung yang dimanfaatkan untuk
pangan yaitu ayam, bebek, burung dara, kalkun, angsa,
burung puyuh dan belibis.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Kota Palembang yang dapat bersifat mencari
keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha dibidang Peternakan yang selanjutnya
disebut Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan
fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah
dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Kota Palembang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan
besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

BAB II...




BAB I1
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH
termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2) Pelayanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pelayanan pemotongan Hewan Ternak; dan
b. Pemeriksaan Ante Mortem dan Pemeriksaan Post Mortem.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak
swasta.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang yang
menggunakan atau menikmati pelayanan yang dikelola oleh
Pemerintah Kota.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Wajib Retribusi.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4
Retribusi dipungut di wilayah Kota.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya sama
dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 6

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau
sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7
(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen...
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Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu
langganan.

Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan dengan
menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang
terutang.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Wali
Kota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palembang.

Dltetapka_t};dl Palembang
pada tangga okhsk-a2025
WALI KO A EMBANG
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Diundangka d1 Palembang
pada tangg H’ okoba 2025

APRIZAL HASYIM ~

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 48






